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Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pa sal 3 ay at (2) 
Peraturai) Daerah Kabu paten B^olali Nomor 16 Tahun 

2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, dan sebagai pedoman guna menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah 
Kabu paten Boyolali. perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Boyolali ten tang Uraian Tugas J aba tan Pada Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Peml>entukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi DjaNva Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun I960 Nomor 42):

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Slpil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tam bah an Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494|;

3. Undang ....

/



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeriniflhan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Imioncsie Nomor 5587( 

sebagaimana telah diubah be be ra pa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Peru bah an Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Dae rah (Lembaran Negara Repubbk 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabu paten BoyoUli Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten BoyoLali 
Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten BoyoUli Nomor 183 );

6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Kedudukan, Susunan Organisaai, Tugas dan 

Fungsi. serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten 
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Ek^yoUli Tahun 
2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Meneiapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAJAN TUGAS JABATAN 

PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN 
BOYOLALI.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati
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2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelakaanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Preside n yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
kernenterian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
mellndungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 

masyarakat.
6. Badan adalah Badan Daerah yang merupakan unsur periunjang Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjucnya disingkat BKD adalah Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB 11
URAIAN TUOAS

Bagian Kesatu 

BKD

Pa sal 2
(1) BKD mempunyai tugas mem bantu Bupati dalam melaksanakan fungsi

penunjang Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah, 
dekonsentrasi. dan tugas pembantuan di bidang pendapatan.
pengelolaan keuangan, dan a set daerah yang menjadi kewrenangan 

Daerah.
(2) BKD sebagai man a dimaksud pad a ayat (1) clipimpin oleh Kepala BKD

yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikEin pelaksanaan 

urusan pemerintahan daerah l>erdasarkan asas otonomi daerah, 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan, dan aset daerah yang menjadi kewenangan 
Daerah.

(3) Uraian tugas Kepala BKD sebagaiinana dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut;
a. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 

pendapatan. pengelolaan keuangan, dan aset daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perudang-undangan dan pertimbangan teknis 
bidang pendapatan. pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas.

b, menetapkan ....
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b.

c.

d.

c.

f.

g.

h.

1.

k.

menetapkan perencanaan penyclen^araan pemerintahan dan 

anggaran di bidang pendapatan, pengeloiaan keuangan, dan aset 
daerah sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang- 

undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertan^i^ungjawabkan agar tersusun 
dOku men perencanaan yang sesuai dengaji rencana strategis;
mengoordinasikan penyelenggaraan pemenntahan dan anggaran di 
bidang pendapatan. pengelolaan keuangan, dan aset daerah 

berdasarkan kewenangan dan mempertimhangkan sumber day a 

agar penye)enggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang tel ah ditentukan;
mendistribusikan tugas, metnbenkan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. eHsien. dan tepat sasaran;

mengoordinasikan pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi 
pajak daerah, haail pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
lain-iain pendapatan asli daerah yang sah, dena perimbangan, dan 
lain-laln pendapatan daerah yang sah;

mengoordinasikan pengelolaan keuangan, pembiayaan, dan aset 
daerah;

mengoordinasikan pengelolaan program dan kegiauin pendapatan, 
pengelolaan keuangan, pembiayaan, dan aset daerah.

mengoordinasikan pelaksanaan intenaifikasi. ekstensifikasi, dan 
pengelolaan pendapatan daerah;

membantu mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
mengoordinasikan pelaksanaan sistem akimtansi, pengelolaan Waa 
daerah. dan perbendaharaan daerah, serta per.yiapan bahan 
penyusunan;

melaksanakan keijasama dengan Perangkat Daerah. instansi 
terkait, atau pihak lain dalam upaya meningkatkan pendapatan, 
pengelolaan keuangan. dan aset daerah;

l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja BKD 
sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian 

internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
m. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

n. menvuaun
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n. menyusun lAporan di bidang pajak daeraht pengendalian 
pendapatan daerah. anggaran, akuntanai dan pembiayaan, 
perbendaharaan dan pcngelolaan kas daerah. dan pwngeiolaan a set 

daerah berdasarkan data dan anaJisa sehagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugaa;

o. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bnwahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

p. melakaanakan cugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukucig kinetja organisasi.

Bagian Kedua

Tugas dan Pungsi Sekretariat

Paragraf 1 

Sekretariat

Pasal 3

(]} Sekretariat mem puny ai tugas melaksanakan pern be nan pelayanan 

administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuengan, dan 
pelaporan. urusan tata usaha. perlengkapan rumah tangga dan urusan 
Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan.

(2| Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dipt m pin oleh 
Sekretaris yang mempunyai tugas raemimpin dan mengoordinasikan 

pelaksanaan pemberian pelayanan administratif dan teknis yang 
meliputi perencanaan. keuangan, dan pelaporan. urusan tata usaha, 
perlengkapan rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada 
semua unsur di lingkungan Badan.

(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimama dimaksud pada ayat (2), adalah 
sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyural» 

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan. kearsipan, 
barang inventaris, keiembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan, serta pei'encanaan dan 
pelaporan pada BKD sesuai peraturan perundang- u ndangan dan 

perrimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ....



b. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan aurat-mcnyurat, 
kerumahtangga^. hubungan masyarakat. keprotokolan. kearsipan, 
barang inventahs. kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian» dan administrasi keuangan sen a perencanaan dan 
pelaporan pada BKD aeauai prosed ur dan peraturan perundang- 

undangan berdasarkan rencana pernbangu nan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar terausun 

dokumen perencanaan yang seauai dengan rencana pembangunan 

daerah.
c. mengooi*dinasikan pelakaanaan pengelolaan aurat-menyurat, 

kerumahtanggaan, hubungan maayarakat. keprotokolan. kearsipan, 
barang inventaris. kelembagaan. administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian. dan administrasi keuangan. serta perencanaan dan 

pelaporan pada BKD berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. membehkan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugaa 
beijalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;

c. menyelia penyelenggaraan pengelolaan aurat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
dan barang inventaris serta kelembagaan sesuai prosed ur dan 
peraturan pe run dan g> undangan agar ter^ujud tertib administrasi 
dan dapat menunjangan pelaksanaan tugas BKD secara optimal;

f. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan 

kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan dan potenai 
agar terwi^ud tertib administrasi kcpegawai dan kinetja pegawai 
yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas BKD;

g. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan 
meliputi penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja, 
perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan pelap»Drannya sesuai 
prosed ur dan peraturan perundang>undangan agar terwujud tertib 
administrasi keuangan;

h. menyelia penyelenggaraan pengelolaan admmistrasi barang 
inventaris pada BKD meliputi penyiapan bahan rencana kebutuhan 

barang, perbendaharaan. verillkasi. pembukuan, daji pelaporannya 
sesuai prosed ur dan peraturan perun dang* undangan agar tenvujud 
tertib administrasi barang inventaris;

i. menyelia penyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan penyelenggaraan di bidang kesekretariatan, dan pen eta pan 

target kinerja serta pelaporannya sesuai prosed ur dan peraturan 
perun dang-undangan berdasar data yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi 

perencanaan, tersusun dokumen perencanaan. dan akuntabilitas 
klneija yang baik;

j. melaksanakan ....
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J. melakaanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat 

Daerah dan Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah;

k. melaksanakan pengendalian dan evaiuaai pelaksanaan kineija di 
bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indicator 

siatem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbalkan kinerja;

]. memberikan saran, penclapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kf^ian daji/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas pendapatan, 
pengelolaan keuangan, dan aaet daerah benalan sesuai peraturan 

perundang-undangan;

m. mcnyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas;

n. membina. mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja oiganisasi.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal4

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan. urusan admin istrasi 
Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan 
penataan barang milik negara.

(2J Subbagian Umum dan Kepegawaian aebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan persuratan. urusan 

tata usaha> kearsipan. urusan administraai Aparatur Sipil Negara, 
urusan perlengkapan. rumah tangga, dan penataan barang milik 
negara.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian aebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). adalah sebagai berikut:

a menyusun ....

f
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a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang pengelolaan aurat- 

menyurat. kerumahtanggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kfarsipan, pengelolaan barang inventaris. kelembagaan. 
administrasi, dan pengelolaan kepegauaian pada BKO seauai 
pcraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknia agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bah an perencanaan di bidang pengelolaan surat- 
menyurat. kerumahtanggaan, hubungan masyarakai. keprotokolan, 
kearsipan, barang inventaris. kelembagaan. administraai dan 
pengelolaan kepegawaian pada BKD sesuai prosedur dan pcraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 

tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
pembangunan daerah;

c. menyelia pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat.
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat. keprotokolan, kearsipan. 
barang inventaris, kelembagaan, administraai dan pengelolaan 
kepegawaian pada BKD berdasar kewenangan dan
mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhaail optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan peiunjuk, dan a rah an kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnva agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

e. menyelia pelaksanaan administraai dan pengelolaan su rat-menyurat 
sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan agar terwujud 
tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat;

f. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan
kerumahtanggaan sesuai prosedur dan peraturan perundang- 

undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
kerumatanggaan dan menunjang pelaksanan tugas BKD secara 
optimal;

g. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelobian hubungan 

masyarakat, dan keprotokolan sesuai prosedur dan peraturan 
perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
hubungan masyarakat dan keprotokolan srrta terwujud 
keterbukaan informasi publik;

h. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan kearsipan 
sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangar agar terwujud 
tertib administrasi kearsipan dan menunjang pelaksanan tugas BKD 

secara optimal.

i. meny^la

i
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i. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administraai kepegawaian 
sesuai prosed ur dan peratu ran perundang-undangan agar terwujud 
tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan kineija pegawai 
yang optimal daiaxn mendukung pelaksanaan tugas;

menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban <lan keamanan 
lingkungan sesuai prosed ur dan peraturan perundang-undangan 

agar terwujud ketertiban, keamanan. dan kenyamanan lingkungan 
yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang invemans sesuai 
prosed ur dan peraturan perundang-undangan agar terwujud 
pengelolaan barang inventaris yang optimal dal am mendukung 
pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kmeija di 
bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan 
indicator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja;
m. memberikan saran, pcndapat dan portimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/ atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat 
beijalan sesuai peraturan perundang-undangan;

n. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

0. membina. mengaw*asi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan o)eh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja oi^nisasi.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

PasaJ 5
(L) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

koordinasi pengelolaan keuangan, penatausahaan. akuntansi* 
veriHkasi, dan pembukuan.

(2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dipimpin 
oleh Kepala Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan.
penatausahaan. akuntansi. verifikasi. dan pembukuan.

|3| Uraian ....
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(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan sebe^aimana dimaksud pad a
ayat {2), adalah aebagai benkut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengeloiaan 

administrasi keuangan pada BKD sesuai peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 

beqalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditctapkan;
b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan administrasi 

keuangan pada BKD sesuai prosedur dan peratu'^an perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen administrasi keuangan yang sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditelapkan;

c. menyelia pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporen keuangan pada BKD berdasar kewenangan 
dan mempertimbangkan s umber day a agar pelaksanaan tugas 

berjalan dan berhasil optimal;
d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk. dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pebiksanaan tugas 

berjalan dengan efektif eHsien, dan tepat sasaran;
e. mcnyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 

dokumen perencanaan keuangan dan laporan lainnya sesuat 
lingkup tugasnya:

f. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 
keuangan dan akuntansi;

g. meiaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 
belanja langsung di lingkup tugasnya;

h. menyiapkan. mengoordinasikan. dan menyusun rencana anggaran 

belanja langsung dan rencana an^aran belanja cldak langsung;
i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi 

pembukuan, verifikasi. rekapitulasi dan dokumen ta si pelaksanaan 
belanja langsung dan tidak langsung;

j. menyusun bahan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban 
keuangan;

k. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;
l. mem bantu pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmcn;
m. meiaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 

bidang keuangan sesuai dengan perencanaan dan indicator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kinerja;

n. memberikan ....

/
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T).

O.

P«

memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
aecara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan 

aesuai peraturan perundang-undangan;
menyusun laporan di bidang keuangan berdaaarkan data dan 
analiaa sebagai informasi dan pertanggung Jawabiin peleiksanaan
tugas;
membina, menga>^asi. dan menilai kinerja ba\^ahan seauai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar petaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai target kinerja; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dal am rangka 

mendukung kinerja oiganisasi.

Paragraf 4
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 6
(1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, 
kegiatan, dan pelaporan.

(2) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
ay at ()| dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan 

yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan koordinasi 
dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan pelaporan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan clan Pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada aval (2), adalah sebagai benkut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, 

program, dan kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan 

pemerintahan dan kineija pada BKD sesuai peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang teUb ditetapkan;
b. menyusun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana, 

program, dan kegiatan sena penyusunan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan dan kineija pads BKD sesuai prosedur dan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pembajjgunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

c. menyelia ....
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c. menyelia pelaksanaan penyusiman rencana. program, dart k«giatan 
serta pcnyusunan laporan penyelenggaraan pemeriniahan dan 
kineija pada BKD brrdasar kewenangan dan mempertimbangkan 

8umber daya agar pelaksanaan tugas betjal&n dengan efektif dan 
efisicn;

d. mendistribusikan tugas. membehkan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar peUksanaan tugas 
berjalan dcngan efektif. efisien. dan tepat saaaran;

e. menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di Lingkup 

tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinaaian penyusunan 

dokumen perencanaan meliputi Rencana Stratcgis, Indikator Kineija 
Utama, Rencana Kinetja Tahunan. Rencana Kerja, Peijapjian 
Kinerja, Pengukuran Kineija. dan dokumen perencanaan lainnya 

sesuai lingkup tugasnya;

g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinaaian penyusunan 
bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* bahan 

Laporan Kcterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya 
sesuai lingkup tugasnya:

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang perencanaan dan pelaporan sesuai dengan p<*rencanaan dan 
indicator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinetja;

i. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar k^ian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat beijalan 
sesuai peraturan perundang-undangan;

j. menyusun laporan di bidang perencanaan clan pelaporan 

berdaaarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;

k. membina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisaei.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Bidang Pajak Daerah

Paragraf 1 ...
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Paragraf 1

Bidang Pajak Daerah

Pasal 7
(1| Bidang Pajak E)aerah mempunyai tugaa melaksanakan pelayanan 

pendaftaran dan informasi. pendataan dan peneiapan, penagihan dan 

pelaporan, intensifikasi dan ekstensiiikaai pajak daerah, menyuaun 
rencana pendapatan pajak daerah, menghitung realisasi pendapatan 
pajak daerah, serta menyusun peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan pajak daerah

(2) Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada a>at |L) di pirn pin 

oleh Kepala Bidang Pajak Daerah yang mempunyai tugas memimpin 

peiaksanaan pelayanan pendaftaran dan informasi. pendataan dan 
penetapan, penagihan dan pelaporan. intenaifikaai dan ekstenaiHkasi 
pajak daerah, menyusun rencana pendapatan pajak daerah, 
menghitung realisasi pendapatan pajak daerah. s^^rta menyusun 
rencana keija dan menyiapkan rumusan kebijakan teknis dan 

rancangan peraturan perundang-undangan.

(31 Uraian tugas Kepala Bidang Pajak Daerah sebagaimana ilimaksud pada 
ay at (2), adalah sebagai berikut;
a. menyusun kebijakan teknis di bidang p^ak daerah sesuai 

peraturan perundang-undangan dan pertimbangsn teknis agar 
peiaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pajak daerah sesuiii prosedur dan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan peiaksanaan tugas di bidang pajak daerah 

berdaaar kewenangan dan memperrimbangkan sumber day a agar 
peiaksanaan tugas berjalan dan berhasil scrara optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar peiaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;

e. menyiapkan bah an dan peiaksanaan pengoordinasiiin pengelolaan 
pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah;

f. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan informasi, pendataan 
dan penetapan, serta penagihan dan pelaporan pajak daerah:

g. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah:
h. menyusun rencana pendapatan pajak daerah dan menghitang 

realisasi pendapatan pajak daerah;

i. melaksanakan ....
(
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1.

j.

k.

I.

tnelaksanakan pengendalian pajak daerah:
menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang- 

undangan yang berkaitan dengan pajak daerah; 
melakaanakan pengendalian dan evaluasi pelakaanaan kinerja di 
bidang pajak daerah sesuai dengan perencanaan dan indicator 

sistem pengendalian internal yang telah ditetapkaji dalain rangka 
perbaikan kinerja;
memberikan saran. pen da pat. dan pertimbangan kepada ataaan 

secara langsung maupun tenulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pajak daerah 
beijalan sesuai peraturan perundang-undangan; 

m. menyusun laporan di bidang pajak daerah berdasarkan data dan 
analisa sobagai informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kinetja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan pernndang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnva sesuai target kinerja, dan 
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pim pi nan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organ isasi.

n.

o.

Paragra/ 2

Subbidang Pelayanan

Paaai 8

(1) Subbidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
pendaftaran, pemberitahiian pajak, pembetulan data, pen gad u an, 
pengajuan keberatan, angsuran. penundaan pembayaran, 
pengurangan, keringan, dan pembebasan pajak daerah. serta 
maintenance sistem informasi. pengolahan data, update data, serta 
penyajian informasi dan komunikasi publik.

(2) Subbidang Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dipimpin 

oleh Kepala Subbidang Pelayanan yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pembentahuan pajak. pembetulan 

data, pengaduan, pengajuan keberatan. angsuran, penundaan 
pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah, 
serta maintenance sistem informasi, pengolahan data, update data, 
serta penyajian informasi dan komunikasi publik.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ay at (2| adalah sebagai behkut:

a. menyusun ....

§
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a. men3^sun bahan kebijakan teknis di bidang pclayanan sesuai 
peraturan perundang-undangan dan pertimbangan taknia agar 
pelaksanaan tugas dapat betjalan aeauai dengan sasaran dan 
tujuan yang celah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pelayanan sesuai prosedur 

dan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 

pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil secara optimal;
d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang Uigasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. e^sien, dan tepat sasaran:

e. melakukan intensiflkasi dan ekstensifikasi melalui pelayanan pajak 
daerah:

r. melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran. pemberitahuan 

pajak, pembetulan data, pengaduan, pengajuan keberatan, 
angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan 
pembebasan pajak daerah. dan pelayanan lainnya kepada wajib 
pajak terkait pajak daerah;

g. melakukan maintenance sistem informaai, pengolahan data, 
pemberian nomor dan idcntitas subjek> objek dan wajib p^ak, scrta 
update database pajak daerah:

h. menyelenggarakan penyajian informasi dan komunikasi publik;
i. melakukan koordinasi dengan Subbidang lain pads Bidang P^ak 

Daerah terkait pelaksanaan pemungutan p^jak daerah;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pelayanan sesuai dengan perencanaan dan indicator sistem 

pengendalian internal yang telah ditetapkan dal am rangka 
perbaikan kinerja;

k. memberikan aaran, pen da pat, dan pertimbangan kepada atasan 
secaxa langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan 
betjalan sesuai peraturan perundang-undangan;

l. menyusun laporan di bidang pelayanan berdasarkan data dan 
analisa aeljagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

m. membina ....
(
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m. Tnembina» mengawasi, darj menttai kinei^'a bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
p^awai aesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^et kineija; dan

n. Tnelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleb pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija oiganisaai.

Paragraf 3
Subbidang Pendataan dan Penetapan

Pasal 9

(Ij Subbidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan 
pendataan. penilaian, penghitungan. penetapan. penerbitan. dan 
penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah.

(2) Subbidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan yang 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendaftaran. pendataan. 
penilaian, penghicungan. penetapan, penerbitan, dan penyampaian 
Surat Ketetapan Pajak Daerah

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. menyuaun bahan kebijakan teknis di bidang pendataan dan 

penetapan sesuai peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pendataan dan penetapan 

sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
rencana pernbangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan penetapan 
berdasar kewenangan dan mem pert imbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas be^alan dan berhasil secara optimal;

d. mendisthbuaikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tcpat sasaran;

e. melakukan intensifikasi dan ekstensiiikasi melalui pendataan dan 
penetapan pajak daerah;

f. melaksanakan perhitungan pajak daerah;

g. melakukan ....
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S>

h.
i.

j.
k.
l.

m.

n.

o.

P

melakukan penilalan dan/atau peneLitian data laporan dan data 
pemberitahuan pajak;
mendokumentasikan nota perhitungan pajak daerah;

melakukan penerbitan dan pendistribusian dokumen-dokumen 
kftetapan pajak daerah;
melakukan pendataan potensi pajak daerah;

melakukan perbaikan data objek dan wajib pajak;
menyuaun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang*
undangan yang berkaiian dengan pajak daerah:
melaksanakan pengendaJian dan evaJuasi pelaksaiiaan kineija di 
bidang pendataan dan penetapan seauai dengan pe;rencanaan dan 
indicator si stem pen gen da I ian internal yang teiah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;
membertkan saran, pcndapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tenulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelen^;araan tugas di bidang pendataan 

dan penetapan beijaian scsuai peraturan perundang* undangan;
menyusun laporan di bidang pendataan dan penetapan berdasarkan 
data dan analisa sebagai infonnasi dan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi, dan meniJai kinetja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan p>erundang-undangan agar pelitkaanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinetja; dan
melaksanakan tugas kcdinasan lain yang dibehkan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organ isasi.

Paragraf 4

Subbidang Penagihan

Pa sal 10

(1) Subbidang Penagihan mem puny ai tugas memvenflkasi Surat Ketetapan 

Pfiyak Daerah, menerima, menagih, menyetorkan, dan melaporkan 
realisasi pajak daerah.

(2) Subbidang Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dipimpin 
oleh Kepala Subbidang Penagihan yang mempunyai tugas memimpin 

verifikasi Surat Ketetapan Pajak Daerah, penerimaan, penagihan, 
penyetoran, dan melaporkan realisasi pajak daerah

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Penagihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun ....

(
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a. menyusun bahan kebijakan taknia di bidang penagihan sesuai 

peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknia agar 

pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang penagihan sesuai prosedur 
dan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pembangunan daerah dan data perencanaar yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. menyeUa pelaksanaan (ugas di bidang penagihan berdasar 
kewenangan dan mcmpertimbangkan sumber days agar 
pelaksanaan tugas betjalan dan berhasd secara optimal;

d. mendistrihusikan tugas, mcmberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang cugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. eHsien, dan tepat sasaran;

e. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui penagihan p^ak 
daerah:

f. melaksanakan penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka 
penagihan pajak daerah;

g. melaksanakan penagihan p^ak daerah;

h. melakukan pengadministrasian penagihan p^jak daerah;
i. melaksanakan pelayanan dan pemrosesan pengajuan keberatan, 

angsuran. penundaan pembayaran, pengurangan. keringanan, dan 
pembebasan pajak daerah;

j. menyusun rencana pendapafan pajak daerah dan menghitung 
realieasi pendapatan p^ak daerah;

k. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kinerja di 
bidang penagihan sesuai dengan perencanaan dan indicator sistcm 

pengendalian internal yang telah ditetapkan daiam rangka 
perbaikan kinerja;

l. mcmberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada aiasan 
secara langsung maupun teituUs berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang penagihan 
berjalan sesuai peraturan perundang>undangan;

m. menyusun laporan di bidang penagihan berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
tugas;

n. membina, mengawasi. dan menilax kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

o. melaksanakan ....
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0. melaksanakan tugas kedinaaan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan daJam rangka 
mendukung kineija organ isasi.

Bagian Kecmpat

Tugas dan Fungai Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah

Pasal 11
(1) Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan 

pengurusan dana pehmbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, 
menyusun rencana pendapatan« menghitung reaJisasi pendapatan. 
menghitung dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta menyusun 

dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan pendapatan daerah.

(2) Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ay at (1) di pirn pin oleh Kepala Bidang Pengendalian Pemlapatan Daerah 
yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikjm pelakaanaan 
pengurusan dana perimbangan, Iain-lain pendapatan daerah yang sah, 
menyusun rencana pendapatan, menghitung realisasi pendapatan, 
menghitung dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta menyusun 
dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan pendapatan daerah.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengendalian pendapatan 
daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai dengan 
saaaran dan tujuan yang lelah ditetapkan;

b- menyusun perencanaan di bidang pengendalian pendapatan daerah 

sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategys;

c. mengoorctinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian 
pendapatan daerah berdasar kewenangan dan mempertimbangkan 

sumber day a agar pelaksanaan tugas betjalan dan l>erhasil secara 
optimal;

d. mendistribusikan ....
(
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d.

e.

f.

g’

h

i

j-

k.

1.

m.

n.

mendistribuaikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugaanya agar peUksanaan tugaa 
berjaian dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

menyiapkan bahan pengendoJian pendapatan daerah yang meliputi 
pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain 

pendapatan yang sah;
melaksanakan pengurusan dana perimbangan dan lain-lain 

pendapatan yang sah yaitu dana transfer dari pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
melaksanakan (ntensiHkasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
menyusun rencana pendapatan. menghitung realisasi pendapatan:
menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang- 

undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pengendalian pendapatan daerah sesuai dengan 
perencanaan dan indicator sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kincjja;
memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada ataaan 

secara langsung maupun tenuHs berdasar kajian dau/atau relaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengendalian 

pendapatan daerah betjalan sesuai peraturan perundang-undangan; 
menyusun laporan di bidang pengendalian pendapatan daerah 

berdasarkan data dan analisa sebagai in form a si clan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kinetja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija, dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineijs organ isasi.

Paragraf 2
Subbidang Pengendalian Operasional F^ndapatan

Pasal 12
(1) Subbidang Pengendalian Operasional Pendapatan mempunyai tugas 

menyusun rencana pendapatan daerah. menghitung realisasi 
pendapatan daerah setta menyusun. menghitung dana l»agi hasil pajak 
daerah dan relribusi daerah acrta menyiapkan rancargan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

(2) Subbidang ....

i
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(21 Subbid an g PengendaJian Operasionai Pendapatan sebagaimana 
dimaksud pada ay at (1) dipimpin oieh KepaJa Subbidang Pengendalian 
Operasional Pendapatan yang mempunyai tugas memimpin 

peny uau n an re nc ana pe nd apatan d ae rah, me ngh itu n g real! sasi 
pendapatan daerah serta menyuaun, menghitung dana bagi hasiJ pajak 

daerah dan retribusi daerah serta menyiapkan rancangan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Pengendalian Operasional Pendapatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2| adalah sebagai berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian 

operasional pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengendalian operasional 
pendapatan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan daerah den data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis:

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengendalian operasional 
pendapatan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil aecara optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan a rah an kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pebtksanaan tugas 
beijaian dengan efektif. e^sien. dan tepat sasaran;

e. melaksanakan pengendalian pendapatan daerah;

f. menyiapkan bahan penyusunan alokasi dana b^ basil pajak dan 
retribusi ke desa;

g. menyiapkan bahan penyusunan rencana pendapatan daerah;

h. mengoordinasikan dan rekonsihasi pendapatan daJam Perangkat 
Daerah dan an tar Perangkat Daerah pengelola pendapatan;

t. menyusun rekapituiasi, evaluasi dan realisasi pendaj>atan daerah;

j. menyusun. menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan 
yang berhubungan dengan pendapatan daerah;

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pengendalian operasional pendapatan sesuai dengan 
perencanaan dan indicator sistem pengendalian incemai yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

L memberikan ....
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l. Tnemberikan sararj, pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 

secara [angsung maupun tertuUs berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugaa di bidang pengendalian 
operasionaJ pendapatan b^ijalan seauaj peraturan perundang* 
undangan;

m. menyusun laporan dj bidang pengendalian operaaicnal pendapatan 

berdasarkan data dan anaJiaa sehagai informaai dan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;

membina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan aeauai 
ketentuan peraturan pe run dang* undangan agar pelakaanaan tugaa 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
znelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pirn pi nan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisast.

n.

o.

Paragraf 3

Subbidang Dana Transfer dan Pendapatan Lain-Lain

Pasal 13
(1) Subbidang Dana Transfer dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas 

menyusun rencana pendapatan. meiaksanakan pencairan, menghitung 
realisasi, mclakukan koordinasi dan rekonsiliasi dan a transfer dan 
pendapatan lain*lain.

(2) Subbidang Dana Transfer dan Pendapatan Lain-Lain sebagaimana 

dimaksud pad a ay at (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang Dana Transfer 
dan Pendapatan Lain-Lain yang mempunyai tugas memimpin 

pcnyusunan rencana pendapatan. meiaksanakan pencairan* 
menghitung realisaai* melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dana 
transfer dan pendapatan Iain-lain.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Dana Transfer dan Pendapatan Lam- 

Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah se hagai berikut;
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang dana transfer dan 

pendapatan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang lelah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang dana transfer dan 

pendapatan lain-lain sesuai prosedur dan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan da<5rah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia ....
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d.

e.
f.

g
h-

X,

c. menyelia petaksanaan tugas di bidang dana transfer dan 
pendapalan lain-lain berdasar kewenangan dan mempcrtimbangkan 
sumber day a agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara 

Optimal;
mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang cugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efjsien, dan fepat sasaran;
men>iapkan bahan penyusunan rencana pendapatan daerah;
mengoordinasikan dan rekonsiliasi pendapatan dana perimbangan 
atau dana transfer dan pendapatan lain-lain;

menyusun rekapitulasi, evaluasi, dan realisasi pendapatan daerah;
menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang- 
undangan yang berhubungan dengan pendapatan daerah;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang dana transfer dan pendapatan iain-lain pendapatan sesuai 

dengan perencanaan dan indicator sistem pengendalian internal 
yang tel ah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

j. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tenulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang dana transfer 
dan pendapatan lain-lain betjalan sesuai peraturan perundang- 
undangan;

k. menyusun laporan di bidang dana transfer dan pendapatan lain - 
lain berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

\. membina. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

m. melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Bidang Anggaran

Paragraf 1 
Bidang Anggaran

Pasal 14
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Pasal 14

(1) Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah > rancangan 
peril bah an Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah, pengeaahan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rerangkat Daerah dan Dokumen 

Pelakaanaan Anggaran Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah, 
penerbitan Surat Penyediaan Dana, penyusunan pedoman 

penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. penyusunan standar aatuan hai^, pengelolaan anggaran 
belanja subsidi. hibah, bantuan aosial, bagi basil, bantuan keuangan, 
belanja tidak cerduga, dan evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah.
(2j Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 

Kepala Bidang Anggaran yang mempunyai tugas memimpin 
penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan 

Dokumen Pelakaanaan Anggaran Perangkat Daerah Pengelola 
Keuangan Daerah, penerbitan Surat Penyediaan Dana, penyusunan 
pedoman penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, penyusunan standar satuan harga. pengelolaan 

ang^ran belanja bunga, hibah, subsidi, bantuan sosial, bagi hasil dan 
bantuan keuangan serta belanja tidak terduga, dan evaluasi 
Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Uraian tugas Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang anggaran sesuai peraturan 
perunclang'undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat berjalan sesuai dcngan sasaran dan tu;uan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang anggaran sesuai prosedur dan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pern bangu nan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang anggaran berdasar 

kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil secara optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efision, dan tepat sasaran;

e. mcnerbitkan .... (f
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e. mencrbitkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, dan perubahan Anggaran Pendap>atan dan Belai^a 
Daerah;

f. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan (Belanja Daerah, 
dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah;

g. raenyusun pedoman penatausahaan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah;

h. menyusun standar satuan hai^a;
i- mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rerangkat Daerah/ 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Pengelola 
Keuangan Daerah. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Pengelola Keuangan 

Daerah;
j- menyusun rancangan surat keputusan Bupati yang berkaitan 

dengan penatausahaan keuangan daerah.
k. melakukan pengendalian dan menganalisis pelaksanaan 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
L menerbitkan Surat Pcnyediaan Dana;

m. mengelola anggaran belanja bunga. subsidi. hibah, bantuan sosial. 
bag) hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak terduga;

n.

o.

r.

8.

menylapkan peraturan Bupati ten tang pembertan belanja hibah dan 
bantuan sosial;
melakukan evaluasi admin istrasi pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang anggaran sesuai dengan perencanaan dan indicator sistem 

pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;
memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaman cugas di bidang anggaran 
berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan di bidang anggaran berdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
tugas;

raembina, mcngawast, dan menllai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; den

t. melaksanakan ....

(
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t. melaksanakan tugas kedtnaaan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan da!am rangka 
mendukung kinerja organ isasi.

Pard^raf 2

Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 15
(1) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan ISelanja Daerah

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan Dokumcn Peiaksartaan 

Anggaran Perangkat Daerah/Doku men Pelaksanaan Anggaran
Perangkat Daerah Pcngelola Keuangan Daerah. Doku men Pelaksanaan 
Perubahan Anggaran Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah 
Pengelola Keuangan Daerah, penerbitan Surat Penyediaan Dana.

(2) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud pad a ay at (L) di pirn pin oleh Kepala Subbidang 

Penyusunan An^aran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyusunan rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan Doku men 

Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Dokumer Pelaksanaan 
Anggaran Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah, Doku men 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah dan Perangkat 
Daerah Pengelola Keuangan Daerah, penerbitan Suiat Penvediaan 
Dana.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai 
berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah sesuai peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanatin tugas dapat 
ben'alan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan pcrencanaan di biclang penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah sesuai prosedur dan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. mengoordinasikan ....
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C. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bid an g penyusunan 
anggaran pendapatan dan belanja dacrah berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas betjalan 

dan berhasil secara optima];
d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidaiig tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efekrif, eflsten, dan tepat sasaran;

c. menyiapkan, mengolah, dan menganalisis data serta informasi yang 
berhubungan dengan bidang penyusunan anggaran;

f menerbitkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. dan perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah;
g- menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah;

h. menyusun nota keuangan yang akan disampaikan kepada Dewan 
Pcn^akilan Rakyat Daerah;

i. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rerangkat Daerah/ 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Pengelola 
Keuangan Daerah, Dokumen Pelaksanaan Perubuhan Anggaran 
Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Pengelola Keuangan 
Daerah

j. menerbitkan Surat Pcrsediaan Dana;
k. menyiapkan rancangan surat keputusan Bupati yang berkaitan 

dengan penatausahaan keuangan daerah ten tang penunjukan 
Sekretaris Daerah aebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, 
penunjukan Kepala Bad an Keuangan Daerah sebagai Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah, penunjukan Pengguna Anggaran^ 

penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, penunjukan Kuasa 
Bendahara Umum Daerah dan pembentukan Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah.

l. melaksanakan pengendahan dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang penyusunan anggaran pendapatan dan t>elanja daerah 
sesuai dengan perencanaan dan indicator sistem pengendalian 

internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikfin kineija;
m. memberikan saran, pendapal, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian darVatBu telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang penyusunan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah berjalan sesuai peraturan 
peru nd an g-u nd an gan;

n. menyusun laporan di bidang penyusunan an^aran pendapatan dan 

belanja daerah berdasarkan data dan anaiisa sebagai informasi dan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

0. membina ....
(
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o. ineTTibina, mengawasl, dan menilai kin«Tja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawaj sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija oi^nisasi.

Paragraf 3
Subbidang Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantu an Daerah

Pasal 16

(1) Subbidang Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran belanja subsidi, 
hibah, bantuan sosial. bagj hasil dan bantuan keuangiin serta belanja 
tidak terduga.

(2| Subbidang Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah
sebagaimana dimaksud pad a ay at (1) di pirn pin oleh Kepala Subbidang 

Pembinaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Daerah yang mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan, pengelolaan belanja subsidi, hibah, 
bantuan sosial. bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak 
terduga.

(3} Uraian tugas Kepala Subbidang Pembinaan dan Pengelolaan Dana 
Bantuan Daerah sebagaimana dimaksud pa da ay at (2), adalah sebagai 
berikut;

a. menyusun bahan kcbijakan teknis di bidang pembinaan dan 

pengelolaan dan a bantuan daerah sesuai peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
b. menyusun bahan perencanaan di bidang pembinaan dan 

pengelolaan dan a bantuan daerah sesuai prosed ur dan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipenanggungjawabkan agar 
ter^usun dokumen perencanaan yang sesuai dcngan rencana 
strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidong pembinaan dan pengelolaan
dan a bantuan daerah berdasar keweriangan dan
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil secara optimal:

d. mendistribusikan tugas. membenkan petunjuk dan a rah an kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melakukan ....

i
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e. melakukan koordinaai daJam pengendaJian dan ^vaJuasi anggaran 
belanja subsidi, hibah, bantuan soaial, bagi hasil. bantu an 

keuangan dan belanja ddak terduga yang dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah;

f. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang dana hibah, 
bantuan sosial> dan bantuan keuangan kepada Perangkat Daerah;

g. melaksanakan pengendalian dan evaiuasi pelakaar.aan kineija di 
bidang pembinaan dan pengelolaan dana bantuan daerah seauat 

dengan perencanaan dan indicator aistcm pengendalian internal 
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan Idnerja;

h. memberikfln saran, pendapat, dan pertimbangan kepada ataaan 
aecara langsung maupun rertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidiuig pembinaan 

dan pengelolaan dana bantuan daerah berjalan aesuai peraturan 
peru ndang-u n dan gan;

i. inenyusun laporan di bidang pembinaan dan pengelolaan dana 
bantuan daerah berdasarkan data dan analiaa sebagai informasi 
dan pertanggung jawaban pdaksanaan tugas;

j. membina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 4
Subbidang Evaiuasi Administrasi An^aran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pa sal 17
(1| Subbidang Evaiuasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman 

penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. melaksanakan evaiuasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, menyusun analisa standar biaya, dan menyusun 
standar harga.

(2) Subbidang Evaiuasi Administrasi Anggitran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ay at {!) di pirn pin oleh Kepala 
Subbidang Evaiuasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyusunan 

pedoman penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, evaiuasi Admimstrasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. penyusunan analisa standar biaya, dan penyusunan 
standar harga.

(3) Uraian ....

I
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(3) Uraian tugas Kepa^a Subbidang Evaluasi Administrasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah aebagaimana durmkaud pada ayat (2), 
adaJah aebagai berikut:
a, menyusun bahan kebijakan teknis di bidang evaluasi administrasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scsuai peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 

tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
diletapkan;

b, menyusun bahan perencanaan di bidang evaluasi administrasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai prosedur dan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pern ban gu nan daerah dan data perencanaan yang dapal 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c, menyelia pelaksanaan tugas di bidang evaluasi administrasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasar kewenangan 

dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas 
betjalan dan berhasil secara secara optimal;
mendisthbusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efekiif, efisien, dan tepat sasaran;
mengevaluasi dan menganalisa perkembangan pelaksanaan 

anggaran pendapatan, anggaran belanja. dan pembiayaan;
menginventarisasi permasaiahan yang bcrhubungan dengan 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
memfasiUtasi tindak lanjut usulan revisi Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Rerangkat Daerah;
menyusun pedoman penatausahaan pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah;
menyusun analisa standar belanja:
menyusun standar harga barang dan jasa;
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang evaluasi administrasi anggaran pendapatan dan belanja 
daerah sesuai dengan perencanaan dan indicator sistem 
pengendalian internal yang telah ditetapkan daiam rangka 
perbaikan kinerja;

1. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang evaluasi 
administrasi anggaran pendapatan dan belanja daerah beijalan 

sesuai peraturan perundang-undangan.

d.

e.

f.

h.

i.

j.
k.

m. menyusun ....

n
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m. menyusun laporan di bidang evaJuasi administrasi angg^ran 
pendapatan dan belanja daerah berdasarkan data dan anaJisa 

aebagai informasi dan pcrtanggung jawaban pelaksanaan tugas;
n. membina, mengawasi. dan mendai kmerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan pemndang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan basilnya sesuai target kinerja; dan
o. xnelaksanakan tugas kedinasan !atn yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja organisasi.

Bagian Keenam
Tugas dan Fungsi Bidang Akuntansi dan Pembiayaan

Paragraf 1
Bidang Akuntansi dan Pembiayaan 

PasaJ 18
(1) Bidang Akuntansi dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan 

pencatatan perkembangan realisasi penerimaan dan pengeluaran 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyusunan 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan pengelolaan pembiayaan, utang piutang dan 
investasi.

(2) Bidang Akuntansi dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ay at 
(1| dipimpm oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pembiayaan yang 

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pencatatan perkembangan 
realisasi penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. tuntutan perbendaharaan dan ganti 
rugi. utang piutang dan investasi pemerintah daerah dan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pembiayaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai behkut:
a. menyusun kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pembiayaan 

sesuai peraturan perundang-undangan dan peitimbangan teknis 

agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang lelah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang akuntansi dan pembiayaan 
sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan berdasarkan 
rencana pernbangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana straiegis;

c. mengoordinaaikan ....
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c. mengoordinaftikan pelaksanaan tugaa di bidang akuntanai dan 

pembiayaan berdaaar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
daya agar pelaksanaan tugas betjalan dan berhasi] secara optima];

d. mendiatribusikan tugas, memberikan pctunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugaanya agar pelaksanaan tugaa 
berjalan dengan efektif. eiisien, dan tepar sasaran;

e. melakukan analiais dan mengoordinasikan tuntutan 
perbendaharaan dan ganti rugi, utang pi utang, dan inveatasi 
pemerintah daerah,

f. melaksanakan pengelolaan inveatasi daerah;
g. melaksanakan pengelolaan utang pi utang investasi daerah;
h. melaksanakan pencatatan inveatasi. utang pi utang. dan lain‘lain 

pendapatan asli daerah;
i. menyusun si stem pengelolaan keuangan daerah;
j. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah. Pcraturan Bupati, 

Keputusan Bupati dan Instruksi Bupaci yang berhubungan dengan 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Doerah;

k. melaksanakan pembukuan atas pendapatan. belanja daerah, dan 

pemungutan pajak negara;
I menyusun dan menganalisis laporan keuangan daerah dalam 

rangka pertanggungjasvaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah;

m. mencatat pengembalian kelebihan pern bay aran Surat Perintah 

Pencairan Dana yang tel ah dibayarkan oleh Perangkat Daerah;
n. xnengumpulkan dan meneliti kebenaran data realisasi keuangan 

daerah;

o. menerima setoran. meneliti berkas bukti penerimaan dan mencatat 
semua jenis penerimaan daerah baik berupa uang tunai dan/atau 
surat berharga;

p. menyampaikan rekapitulasi penerimaan daerah;
q. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kineija di 

bidang akuntansi dan pembiayaan sesuai dengan perencanaan dan 
indicator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kinerja;

r. memberikan saran, pendapat, dan pcrtimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas dt bidang akuntansi dan 

pembiayaan betjalan sesuai peraturan perundang-undangan;

s. menyusun
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8. mcnyusun laporan di btdang akuntansi dan pembiayaan 

berdaaarkan data dan analisa aebagai informasi dan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;

t. membina, mengawasi, dan mcnilai kineija l>awahan Beauai 
ketentuan pcraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesiiat ketentuan dan haailnya sesuai target kinetja; dan

U. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinetja organisasi.

Paragraf 2

Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Keuangan

PasaJ 19
()) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas 

melaksanakan pencatatan perkembangan realisasi peneiimaan dan 
pengeluaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Keuangan scbagaimana 

dimaksud pads a vat (1) di pirn pin oleh KepaJa Subbidang Pembukuan 
dan Pelaporan Keuangan yang mempunyai tugas pelaksanaan 
pencatatan perkembangan realisasi penerimaan dan pengeluaran 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Keuangan 

seb^aimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pembukuan dan 

pelaporan keuangan sesuai pcraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
b. menyusun bahan perencanaan di bidang pembukuan dan pelaporan 

keuangan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungiawahkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pembukuan dan pelaporan 
keuangan berdasar kewenangan dan mem pert imbangkan sumber 

day a agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
d. mendistribusikan tugas, membenkan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien. dan tepat sasaran;

e. menyusun rancangan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;

f. menganalisis ....
1
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n

f. menganalisis laporan keuangan;

g. znemfasilitasi pelaksanaan sist^m pengelolaan keuangan daerah;

h. melaksanakan pembukuan atas pendapatan. belanja daerah dan 
pemungutan pajak negara;

i. melaksanakan pembukuan penehmaan dan pengeluaran kas 
daerah pada BKD dan semua Perangkat Daerah;

j. mencatat pengembaisan kelebihan pembayaran Surat Perintah 
Pencairan Dana yang tclah dibayarkan oleh Perangkat Daerah;

k. mengumpulkan dan meneliti kebenaran data reaiisasi keuangan 
daerah;

l. melakukan penelitian terhadap bukti kas pendapatan, belanja dan 
petnbiayaan daerah;

m. melakukan pembukuan dan pe laporan ke dalam si stem yang 
diperlukan untuk menyusun laporan keuangan;

menyiapkan dan mengumpulkan data penyusunan laporan bulanan 
dan triwulanan An^aran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan 
cara menggabungkan seluruh laporan bulanan dan triwulanan 
anggaran pendapatan dan belanja Perangkat Daerah;

menyiapkan dan mengumpulkan data penyusunan laporan 
semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
prognosis untuk 6 (enam) bulan berikuinya;

menyiapkan dan mengumpulkan data penyusunan laporan tahunan 
berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari 
laporan reaiisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan 
atas laporan keuangan;

menerima dan mencatat bukti-bukti belanja dan pendapatan dari 
Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknia aesual dengan 

prosedur dan ketentuan yang bcrlaku dalam rangka pelaksanaan 
tugas:

mcmeriksa dan mengklasiflkasikan bukti-bukti belanja dan 

pendapatan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknia seauai 
prosedur untuk kclancaran pelaksanaan tugas;

mengkaji dan menelaah bukti-bukti belanja dan pendapatan aesuai 
prosedur dalam rangka pelaksanaan tugas;
menyusun konsep penyusunan laporan akhir tahun Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan hasil lugian dan 
prosedur untuk lercapainya sasaran yang diharapkan;

mcndiskusikan konsep penyiapan laporan akhir Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan atasan sesuai prosedur 

untuk kesempumaan penyusunan laporan akhir tahun Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah;

o.

P

q*

r.

s.

t.

u.

V. menyiapkan ....
(
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V. menyiapkan alat dan sarana kelengkapan yang diperlukan aesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran 
pelaksanaan tugaa;

w- membuat laporan basil kegiatan secara periodik berdasarkan 
ketentuan yang berlaku sebagai bahan laporan akhir tahun kepada 

atasan;

X. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pembukuan dan pelaporan keuangan sesuai dengan 
perencanaan dan indicator si stem pengendalian internal yang telah 

dicetapkan dalam rangka perbaikan kinen'a;
y, memberikan saran» pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertuhs berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar ax ah kebijakan penyelenggaraan tugaa di bidang pembukuan 

dan pelaporan keuangan betjalan sesuai peraturan perundang- 
undangan,

z. menyusun laporan di bidang pembukuan dan pelaporan keuangan 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan penanggung 

jawaban pelaksanaan tugas;
aa. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

bb. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oieh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja organisaai.

Paragraf 3
Subbid an g Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 20
(1) Subbidang Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

mempunyai tugas melakseinakan tuntutan perbendaharaan, dan ganti 
rugi, utang piutang dan investasi dan pertanggungjawaban Keuangan.

(2) Subbidang Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
seb^aimana dimaksud pada ayat (1) yang dipimpin oleh Kepala 
Subbidang Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang 

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tuntutan perbendaharaan 
dan ganti rugi, utang piutang dan investasi dan pertanggungjawaban 
keuangan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Pembiayaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan sebagai man a dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai 
berikut:

a. menyusun ....

i
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a. menyusun bah an kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan 
pertanggungjawaban keuangan sasuai peraturan perundang- 

undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pembiayaan dan 

pertanggungjawaban keuangan sesuai prosedur dan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

strategis;
c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pembiayaan dan 

perranggungjawaban keuangan berdasar kewcnangan dan 
mempertimbangkan sumber day a agar pelaksanaan tugas beijaJan 

dan berhasil secara optimal;
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjaian dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan penagihan piutang investasi daerah;

f. melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah;
g. menyiapkan dokumen pelaksanaan utang piutang daerah;

h. menyiapkan dan melaksanakan pemberian pinjaman atas nama 
pemerintah daerah;

i. membantu pelaksanaan pencatatan investasi, utang piutang dan 
lain-lain pendapatan asli daerah;

j. menganalisis dan melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan 
Tuntutan Ganti Rugi atas kerugian daerah,

k. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan melaksanakan 
investasi daerah;

l. menyusun program kegiatan Subbidang Pembiayaan dan 

Pertan^ungjawaban Keuangan berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai 
pedoman pelaksanaan kegiatan;

m. melaksanakan koordinasi secara internal di lingkungan BKD baik 
secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 

masukan, in forma si serta untuk mengevaluasi permasaJahan agar 
diperoleh hasil kerja yang optimal;

n. menyiapkan bahan pernbinaan teknis penyusunan laporan 
keuangan daerah;

o. menyiapkan bahan penyusunan si stem dan prosed ur akuntansi 
pemerintah daerah;

p. menyiapkan ....
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p. menyiapkan dan menyusun laporan keuangan daerah yang terdiri 
dan neraca, laporan realisasi an^aran» laporan operasional, 
laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas 
laporan keuangan;

q. menyiapkan dan menyusun laporan semester pertama Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan prognosis untuk 6 (enam) 

bulan berikutnya;
r. melaksanakan rekonsiliasi belanja dan pembiayaan sebagai bah an 

uniuk penyusunan laporan keuangan daerah;

s. menyiapkan bah an monitoring terhadap pencatatan pendapatan t 
belanja dan pembiayaan;

t. menyusun konsep penyusunan laporan akhir lahun Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah aesuai dengan hasil kajian dan 
prosed ur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;

u. mendiskusikan konsep penyiapan laporan akhir Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dengan atasan sesuai prosedur 
untuk kesempumaan penyusunan laporan akhir tahun Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah;

V, membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan keputusan;
w. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 

bidang pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai 
dengan perencanaan dan indicator si stem pengendalian internal 
yang telah ditelapkan dalam rangka perlDaikan kinerja;

X. memberikan saran» pendapat, dan penimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pembiayaan 
dan pertanggungjawaban keuangan beijaJan sesuai peraturan 
perundang- undangan;

y. menyusun laporan di bidang pembiayaan dan pertanggungjawaban 
keuangan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

z. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh p unpin an 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja oi^anisasi.

Bagian Ketujuh
Tugas dan Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah

Paragraf 1
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ParagraX 1

Btdang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kaa Dae rah

Pasal 21

(1) Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kaa Daemh mempunyai tugas
melaksanakan pengujian Surat Perintah Membayar, penerbitan Surat 
Perintah Pencairan Dana, pern bay aran gaji pegawai, pengelolaan
penerimaan dan pen gelu aran kas daerah.

(2) Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah sebagaimana
dimaksud pad a ay at (1| dipimpin oleh Kepaia Bidang Perbendaharaan 
dan Pengelolaan Kas Daerah yang mempunyai tugas memimpin 
pelaicaanaan pengujian Surat Perintah Membayar, penerbitan Surat 
Perintah Pencairan Dana, pembayaran gaji pegawai, pengelolaan
penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

(3) Uraian tugas Kepaia Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan dan 
pengelolaan kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yangtelah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang perbendaharaan dan 
pengelolaan kas daerah sesuai prosedur dan peraturan perundang- 

undangan berdasarkan rencana pern ban gu nan daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan dan 

pengelolaan kas daerah berdasar kewenangan dan 

mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas betjaJan 
dan berhasii secara optima);

d. mendistribusikan tugas, membehkan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menelaah dan menganalisis data serta meroberi informasi yang 
berhubungan dengan perbendaharaan dan gaji pegawai;

f. menganalisis dan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas 
daerah pada BKD dan perbankan;

g. melaksanakan pengujian Surat Perintah Membayar yang akan 

digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan 

Dana;
h. melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai dengan pengajuan 

dari Perangkat Daerah;

i, memimpin
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i. memimpfn pelaksanaan rekonsittasi peneiimaan dan pengeluaran 
kas daerah secara internal dan semua Perangkat Daerah aerta 
perbankan;

j. mencatat pengembaJian kelebihan pembayaran Surat Pcrintah 

Pencairan Dana yang tel ah dibayarkan oleh Reran gkat Daerah;
k. menyampaikan rekapitulasi penerimaan daerah;
l. melakukan pemindahbukuan {operbooking) kepada bendahara atau 

pihak ketiga;
m. mengendaiikan penyimpanan, pengeluaran dan pern bay aran uang 

dan surat berharga milik daerah;
n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 

bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah sesuai dengan 

perencanaan dan indicator si stem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kaneija;

o. membcrikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertuUs berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah berjalan sesuai 

peraturan perimdang-undangan;
p. menyusun laporan di bidang perbendaharaan dan pengelolaan kas 

daerah berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

q. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2
Subbidang Perbendahai aan

Pasal 22

(1) Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengujian 
Surat Peri n tab Mem bay ar. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, 
pembayaran gaji pegawai,

(2) Subbidang Perbendaharaan sebagai man a dimaksud pada ay at (1| 
di pirn pin oleh Kepala Subbidang Perbendaharaan yang mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan pengujian Surat Perintah Mem bay ar, 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, pembayaran gaji pegawai.

(3) Uraiaji tugas Kepaia Subbidang Perbendaharaan sebagaimana 

dimaksud pada ay at (2} adalah sebagai berikut:

a. menyusun ....

I
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b.

c.

d-

e.

f.

g'

h.

1.

k.

1.

m.

menyuaiin bahan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan seauai 

peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar 

peiaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang te)ah ditetapkan;
menyuaun bahan perencanaan di bidang perbendaharaan sesuai 
prosedur dan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 
pern bangu nan daerah dan data perencanaan yang dapat 

diperianggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana atrategis;
menyelia peiaksanaan tugas di bidang perbendaharaan berdasar 
kcwenangan dan meinpertimbangkan sumber days agar 

peiaksanaan tugas beijalan dan berhasil secara optimal;
mendisiribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar peiaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien. dan tepat sasaran;
menghimpun, mengolah dan menganalisis data dan permasalahan 
serta memben informasi yang berhubungan dengan 

perbendaharaan dan gaji pegawai;
mcnerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana belanja langsung dan 

belanja tidak langsung sebagai dasar pencairan dana yang 

diterbitkan oleh Bendahara Umum Oaerab, menguji kebenarart dan 
membina ketataiaksanaan keuangan;
mengumpulkan dan meneliti kebenaran data pegawai. pernbuatan 
Surat Keierangan Pemberhentian Pern bay a ran pensiun maupun 

mutasi. menerbiUcan Surat Perintah Pencairan Dana khusus gaji 
pegawai;

menghimpun dan mengolah dan menganalisis data dan 
permasalahan guna persiapan bahan penyusunan kebijakan. 
pedoman dan petunjuk teknis Subbidang Perbendaharaan;
merencanakan dan mengeluarkan surat petunjuk bcrkenaan 

dengan pembayaran gaji;
meneliti lengkapan perintah pembayaran sebagai dasar pengujian 
Surat Perintah Mem bay ar yang diajukan Perangkat Daerah;
menguji dan menganalisa kebenaran perbitungan tagihan pihak 
ketiga potongan luran Wajib Pegawai. Taperum. Askes dan Pajak 
Penghasilan pasal 21 yang tercantum dalam perintah pembayaran;

mencatat dan menyetorkan melaporkan potongan gaji pegawai, balk 
potongan (uran W^jib Pegawai, Taperum. Askes dan Pajak 

Penghasilan Pasal 21;
mem bust penolakan pencairan apabila perintah pembayaran atas 

pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi syarat yang ditentukan;

n. menvusun ....

♦
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n. men5ai9UTi Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan bendahara 

penerimaan / pen geluaran Reran gkat Daerah, bendahara
penerimaan/pengeluaran pembantu pada Unit Pelaksana Reran gkat 
Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;

O. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kinerja di 
bidang perbendaharaan sesuai dengan perencanaan dan indicator 
sistem pengendalian mtemaJ yang telah ditetapkan daJam rangka 

perbaikan kinerja;

p. memberikan saran, pendapatf dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan lugas di bidang 
perbendaharaan beijalan sesuai perafuran perundang-undangan;

q. menyusun laporan di bidang perbendaharaan berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
tugas;

r. membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

8- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Subbidang Pengelolaan Kas Daerah

Pasal 23

(1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan penerimaan dan pen geluaran kas daerah .

(2) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1| dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah yang 

mem puny a j tugas memimpin pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan 
pengeluaran kas daerah.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut;

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kas daerah 
sesuai peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 

agar pelaksanaan tugas dapat benalan sesuai dengan saaaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b, menyusun ....

I
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c.

d.

c.

f.

g-

h.

I.

menyusun bah an perencanaan dt bidang pengelolaan kaa daerah 
sesuai prosed ur dan peraturan perundang-undangan berdasarkan 

rencana pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana straiegis;
menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kas daerah 

berdasar kewenangan dan mempenimbangkan sumber day a agar 
pelaksanaan tugas beijatan dan berhasil secara optimal; 
mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan rugaa 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran; 

mengelola kas dari hasil pendapatan asli daerah. transfer, 
penerimaan pembiayaan, belanja dan pengeluaran pembiayaan; 
menyiapkan Keputusan Bupati ten tang Penetapan Rekening Kas 
Umum Daerah kepada Bank yang ditunjuk;
menelili berkas bukti penerimaan dan pengeluaran, dan mencatat 
semua jenis pengelolaan kas daerah baik berupa uang lunai 
maupun surar berhaxga dalam Buku Kas Marian; 
menerima pengembalian kelebihan pembayaran Sural Pehn tab 
Pencairan Dana dari Perangkat Daerah;
menganaUsis penerimaan dan pengeluaran pada BKD dan 
perbankan
melaksanakan rekonsilias ipenerimaan dan pengeluaran Kas 
Daerah;
mengelola dan menyimpan kas daerah pada bank yang telah 

ditunjuk dalam bentuk Rekening Kas Umum Daerah; 
mengelola dan menyimpan danayang belum digunakan (idle money) 
dalam bentuk deposito;

m. meiakukan pembayaran berdasarkan perminuan pejabat pengguna 
anggaran atas be ban Rekening Kas Umum Daerah;

n. meiakukan pemindahbukuan (operbooking) kepada bendahara atau 
pihak ketiga;
mencatat dan membuat pelaporan penerimaan Jasa giro, bunga 
deposito kepada Bupati;
memeriksa daia-data penerimaan dan pengeluaran kas daerah 
sesuai dengan prosed ur dan ketentuan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas;
mengelompokkan data penerimaan. pengeluaran kas daerah sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan untuk diproses lebih lanjut; 
menerima pengembalian kelebihan pembayaran dari Satuan Keija 
Perangkat Daerah:
meneliti berkas bukti penerimaan dan pengeluaran dan mencatat 
semua jenis pengelolaan kas daerah;

j-

k.

1.

o.

P

r.

s.

t. melaksanakan ....
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t.

u.

V.

w.

X.

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinetja di 
bidang pengelolaan kas daerah sesuai dengan perencanaan dan 
indicator sistem p«ngendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja;
memberikan saran, pendapat. dan pertimbangan kepada ataaan 
secara langsung maupun tenubs berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugaa di bidang pengelolaan 

kas daerah beijaJan sesuEii peraturan perundang-undangan;
menyuaun laporan di bidang pengelolaan kaa daerah berdasarkan 

data dan analisa sebagai informaai dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugaa:
membina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan seauai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinetja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kedelapan
Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Paragraf 1
Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Pasal 24

{!) Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan perencanaan kebutuhan dan penganggaran. pengadaan, 
penerimaan, penyimpanan, pcnyaiuran, penggunaan, penatausahaan, 
pemanfaatan. pengamanan dan pemeliharaan. penilaian. penghapusan 
dan pemindahtanganan barang milik daerah.

(2) Bidang Pengelolaan .Aset Daerah sebagaimana dimaksud pad a ay at (1) 

dipimpin oleh Kcpala Bidang Pengelolaan Aset Daerah yang mempunyai 

tugas memimpin pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan 
dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, 
penggunaan, penatausahaan. pemanfaatan. pengamanan dan 
pemeliharaan, penilaian. penghapusan dan pemindahtanganan barang 
milik daerah.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana 
dimaksud pad a ay at (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun ....
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a. roenyusun kebijakan teknis di bidai^g pengelolaan aset daerah 

aeauai peraturan perundang-undangaii dan pertimbangan teknis 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan aesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan a set daerah sesuai 
prosedur dan peraturan perundang-undongan berdasarkan rencana 

pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

aesuai dengan rencana straiegis;
c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan aset 

daerah berdasar kewenangan dan mempenimbangkan sumber daya 
agar pelaksanaan tugas berjaian dan berhasil secara optimal;

d. mendistribusikan tugas» memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijaJan dengan efektif. efisien. dan tepaC sasaran;
e. mengoordinasikan penyusunan perencanaan kebutuhan dan 

pcnganggaran, pengadaan, penerimaan. penyimpanan, penyaJuran, 
penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, peni(aian» pengamanan 

dan pemeliharaan» penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan 
barang milik daerah;

f. mengkoordinir penyusunan kebijakan pengelolaan Barang Milik 
Daerah;

g. merencanakan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah 
Perangkat Daerah;

h. mengkoordinir pengadaan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
i. mengkoordinir penataan Barang Milik Daerah;

j. mengevaluasi penilaian terhadap Barang Milik Daerah guna 
mendukung penyusunan neraca daerah;

k. mengkoordinasikan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik 
Daerah berdasar jenis barang;

l. merencanakan kebijakan tata cara pengamanan dan pemeliharaan 
Barang Milik Daerah;

m. memimpin pemberian petunjuk, pengawasan dan pengendalian 
terhadap pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;

n. mengkoordinir invcntariaasi terhadap Barang Milik Daerah;
o. mengoordinasikan proses penetapan status penggunaan Han 

pemanfaatan Barang Milik Daerah;

p. melaksanakan pengendalian dan evaluaai pelaksanaan kineija di 
bidang pengelolaan aset daerah sesuai dengan perencanaan dan 
indicator sistcm pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 
rangka perbaikan kineija;

q. memberikan ....

U
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Q. memberikan saran. pendapat. dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertuUs berdasar k^jian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengeloiaan 
aset daerah beijalan sesuai peraturan perundang-undangan;

r. menyusun laporan di bidang pengelolaan aset daerah bcrdasarkan 
data dan anaiisa a^bagai infomiasi dan pertanggu ngjawaban 
pelaksanaan tugas;

s. membina, rnengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kincna: dan

t. melakaanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleb pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan daiam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf 2

Subbidang Penatausahaan Aset Daerah

Pasai 25

(1) Subbidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 
penggunaan, penatausahaan, peniJaian barang milik daerah.

(2) Subbidang Penatausahaan Aset Daerah scbagaimana dimaksud pada 
ayai (1) dipimpin olch Kepala Subbidang Penatausahaan Aset Daerah 

yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran, penggunaan. penatausahaan, penilaian 
barang milik daerah.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Penatausahaan Aset Daerah 
seb^aimana dimaksud pada aval (2) adalah sebagai berikut:

menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penatausahaan aset 

daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang lelah ditetapkan;

menyusun bahan pertmeanaan di bidang penatausahaan aset 
daerah sesuai prosed ur dan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang penatausahaan aset daerah 
berdasar kewenangan dan mem pert im ban gkan sum be r daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil secara optima];

a.

c.

d. mendistribusikan ....
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d. mendistribusikan tugas, memberikan peiunjuk dan axahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. efisi«n, dan tepat aasaran;

e. menyuaun penatausahaan Barang Milik Daerah dan menyiapkan 
rumusan, pedoman dan petunjuk teknls yang berkaitan dengan 
penatausahaan;

f. menyusun invemarisasi terhadap Barang Milik Daerah dan 

menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sensua barang dan 
inventarisasi aact;

g. menganalisis penilaian terhadap Barang Milik Daerah guna 
mendukung penyusunan neraca daerah:

h. menyusun Standar Operasional Prosedur penatausahaan Barang 
Milik Daerah;

i. menyusun rencana dan program keija seksi penatausahaan aset 
dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bah an evaluasi dan pertanggungjawaban;
j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 

bidang penatausahaan aset daerah sesuai dengan perencanaan dan 
indicator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan daJam 
rangka perbaikan kinerja;

k. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan
secara langsung maupun tcrtulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang
penatausahaan aset daerah berjalan sesuai peraturan perundang- 
undangan;

l. menyusun laporan di bidang penatausahaan aset daerah 

berdasarkan data dan ana lisa sebagai infonnasi dan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;

m. membina. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketemuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketemuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

Paragraf3
Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah

Pasal 26

(1) Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan
penyaluran, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.

(2| Subbidang ....
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(2) Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah 

sebagaimana dimaksud pad a ay at (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang 

Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah yang mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan 
penyaluran, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang 
Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat |2| adalah sebagai 
berikut:

a. menyuaun bah an kebijaknn teknis di bidang pemanfaatan dan 
pengamanan barang milik daerah sesuai peraturan pcrundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 

berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditctapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengamanan barang milik 

daerah sesuai prosed ur dan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pern ban gunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana straiegis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengamanan barang milik 
daerah berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a 

agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;

mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

menyiapkan dan melaksanakan penerimaan dan penyaluran Barang 
Milik Daerah;

melakukan pengamanan Barang Milik Daerah, baik pemberian 
pa pan tanda kepemilikan Barang Milik Daerah maupun 
pensertinkaian tanah dan kepemilikan Barang Milik Daerah;

g. melaksanakan penyimpanan dokumen kepemilikan Barang Milik 
Daerah;

h. melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah;

i- menyusun dan menyiapkan dokumen keijasama pemanfaatan 
barang milik daerah;

j. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi sarana praaarana 

kerja pemerintah daerah, memblna. mengawasi, dan menilai kinerja 
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai 
target kinerja;

c.

d.

e.

f.

k. melaksanakan ....
(
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k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah aesuai 
dengan perencanaan dan indicator sistem pengendalian internal 
yang telah ditetapkan dal am rangka perbaikan kinerja;

!. mcmbcrikan saran, pendapac dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/auu telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pemanfaatan 

dan pengamanan barang milik daerah beijalan sesuai peraturan 
perundang- u ndangan;

m. menyusun laporan di bidang pemanfaatan dan pengamanan barang 
milik daerah berdasarkan data dan analisa sebagai informaBi dan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugaa; dan

n. melakaanakan tugaa kedinaaan lain yang diberikan oleh pimpinan 

seauai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kmerja oi^anisasi.

Paragraf 4

Subbidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aaet Daerah

PasaJ 27
(]] Subbidang Penghapuaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah

mempunyai tugas melaksanakan penghapusan dan pemindahtanganan 
Barang Milik Daerah.

(2) Subbidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aaet Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dipimpin oleh Kepala Subbidang 

Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah yang mempunyai 
tugas memimpin pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan 
Barang Milik Daerah.

(3) Uraian tugas Kepala Subbidang Penghapusan dan Pemindahtanganan 
Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2| adaiah sebagai 
berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penghapusan dan 
pemindahtanganan a set daerah sesuai peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugaa dapat 
berjalan seauai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang penghapusan dan 
pemindahtanganan aset daerah sesuai prosedur dan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 
dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rcncana 
strategis;

c. menyelia
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c. menyetia pelaksanaan tugas di bidang penghapusan dan 

pernindahtanganan aset daerah berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan 
dan berhasil secara optimal;

d. mendistribasikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan ofektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan pengkajian dan analisis tindak lanjut penghapusan 
Barang Milik Daerah melalui penjualan. tukar menukar atau hibah;

f. melaksanakan penjualan Barang Milik Daerah yang akan 
dihapuskan, baik lelang umum maupun terbatas;

g. melakukan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah lain dan 

Subbidang Penatausahaan Aset Daerah terkait data Barang Milik 

Daerah yang akan dihapuskan, baik secara teknia, ekonomis, dan 
kekurangan perbendaharaan;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah sesuai 
dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal 
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

i. memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas cli bidang 
penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah beijalan sesuai 
kctentuan peraiuran perundang-undangan;

j. menyusun laporan di bidang penghapusan dan pemindahtanganan 
aset daerah berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

k. membina, mengawasi. den menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraiuran perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kineija organ isasi.

BAB m
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 76 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Badan 
Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2016 Nomor 76}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29 ....

t
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Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I januari 2019.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran 

Bupati ini dengan penempatannya da lam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal ^ 2018

^BUPATI BOYOLALI,^

uENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 2018

Fj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLAU

Asistcn Admtnistrasi Umum.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLAU TAHUN 2018 NOMOR 

Salinan sesuai dengan aslinya

REPAID BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRI UKARTININGSIH
^embina 

NIP. 19671102 199403 2 009



Si'krctariac
Subbasian Umum dan Kcoecawamn
SubbH^^i^^n Kcuancan
Subbaeian Percnc anaan dan Pt-lanoran

Bidanp Paiak Daerah
Subbidang Pelavanan
Subbidang Pendaiaan dan Peneiaoan
Subbldanc Pcnagihan

Bidang Pengendalian Pandanamn Daerah
Subbidang Pcngrnclfilian OoeraMorinl Pcndapalan
Subbidang Dana Transfer dan Pendarwiwn

Ridanp Anpparan
Subbidang Pctmisunan Anggaran Pcnclauatan dan Bciania Daerah
Subbidang Pern bi naan clan Peneelolaan Dana Bamuan Dae rah
Subbidang livaluasi Adminisirasi Anggaran Pcndanatan dan Belania Daerah

Bidang AkunTansi dan PemWavnan
Subbidang Pcmbukuon dan Pelaooran Keuangan
Subbidang Pembinvaan dan PenanwuurigJrtwaban K»*‘i^rtnrrne‘>

Bidanc Perbendaharoan dan Penpelnlann Kas Daerah
Subbidang Perhcndaharaan
Subbidang Pcncclolnan Kas Daerah

Bidang lA^ngelolaan Afiei Daemh
Subbidang Pemiiausahaan Ascl Daerah
Subbidang Pemanfaalan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
Subbidang Penwhaousan dan Pemindahianganan Aser Dnrrah


